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ABSTRACT 

 

 

Human Rights (HAM) are rights inherent in humans since birth and must be protected and 

respected. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 was created with the 

aim of protecting and respecting the rights of every human being on earth. Although regulations 

on the protection of Human Rights have been ratified, there are still many human rights 

violations in the world, especially those that occur against ethnic groups, such as the Uighur 

ethnic group. The Uighur ethnic group is an ethnic minority who are victims of human rights 

violations in China, which directly places this case under the protection mandate of the 

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). Problem formulation: 1) How are 

human rights regulations according to UNHCR? 2) What form of human rights protection does 

UNHCR provide for the Uighur ethnic group? The research method used is normative juridical 

with secondary data sources consisting of primary and secondary legal materials. Data 

collection techniques through documentation studies, data analysis, qualitatively. Research 

results: 1) UNHCR provides human rights protection regulations for Uighur ethnic refugees. 

2) The UNHCR regulates the protection of all people without exception based on ethnicity. This 

rule is contained in Article 2 of the Universal Declaration of Human Rights, which states that 

every human being has the right to freedom and freedom regardless of physical appearance, 

organization, or ethnicity, and must not discriminate against the person's country of origin. 

However, China has committed human rights violations against the Uighur ethnic group in its 

country. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Hak asasi manusia merupakan hak 

dasar yang dimiliki oleh setiap 

manusia sejak lahir yang harus 

dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi oleh negara maupun 

Masyarakat internasional. 

Perlindungan hak asasi manusia telah 

diakui secara global melalui berbagai 

instrumen hukum internasional 

seperti Universal Declaration of 

Human Rights (UDHR) tahun 1948. 

Meskipun demikian, pelanggaran hak 

asasi manusia masih sering terjadi di 

berbagai negara. 

 Salah satu kasus yang banyak 

menjadi perhatian dunia internasional 

adalah dugaan pelanggaran hak asasi 

manusia terhadap etnis Uighur di 

wilayah Xinjiang, Tiongkok. 

Berbagai laporan dari organisasi 

internasional menyebutkan adanya 

tindakan diskriminasi, penahanan 

sewenang-wenang, pembatasan 

kebebasan beragama, hingga kerja 

paksa terhadap etnis Uighur. Kondisi 

tersebut menyebabkan sebagian 

masyarakat Uighur melarikan diri 

dari negaranya dan mencari 

perlindungan di negara lain sebagai 

pengungsi. 

 Dalam hal ini, United Nations High 

Commissioner for Refugees 

(UNHCR) memiliki peran penting 

dalam memberikan perlindungan 

internasional kepada para pengungsi. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan 

penelitian mengenai bagaimana 

pengaturan perlindungan hak asasi 

manusia oleh UNHCR serta bentuk 

perlindungan yang diberikan kepada 

etnis Uyghur sebagai pengungsi. 

Berdasaarkan latar belakang masalah 

tersebut di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan pengkajian dan 

menuangkannya ke dalam karya 

ilmiah yang berjudul “ANALISIS 

YURIDIS KEBERADAAN 

UNHCR DALAM 

PERLINDUNGAN HAK ASASI 

MANUSIA (STUDI KASUS: 

ETNIS UIGHUR DI PROVINSI 

XIANJING, CHINA)” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1.Bagaimanakah pengaturan Hak 

Asasi Manusia menurut UNHCR? 

2.Bagaimanakah bentuk 

perlindungan Hak Asasi Manusia 

yang diberikan UNHCR terhadap 

etnis Uighur di Xinjiang? 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1.Untuk mengetahui dan 

menganalisis pengaturan 

perlindungan Hak Asasi Manusia 

menurut UNHCR. 

2.Untuk mengetahui dan 

menganalisis bentuk perlindungan 

Hak Asasi Manusia yang diberikan 

UNHCR terhadap etnis Uighur. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukum yuridis normatif, 

yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan menelaah norma-norma 

hukum yang berlaku melalui studi 

kepustakaan. Penelitian ini 

menggunakan bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier. 

 Bahan hukum primer meliputi 

instrumen hukum internasional yang 



berkaitan dengan perlindungan HAM 

dan pengungsi, seperti Piagam 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, 

Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia tahun 1948, serta berbagai 

konvensi internasional mengenai 

status pengungsi. Bahan hukum 

sekunder diperoleh dari buku, jurnal 

ilmiah, serta literatur yang berkaitan 

dengan perlindungan HAM dan kasus 

etnis Uighur. 

 Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui studi kepustakaan 

dengan mengkaji berbagai sumber 

hukum dan literatur yang relevan. 

Data yang diperoleh kemudian 

dianalisis secara kualitatif, yaitu 

dengan menafsirkan dan mengkaji 

berbagai peraturan hukum serta teori 

yang terhadap etnis Uighur. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Hak Asasi Manusia 

yang diberikan UNHCR Terhadap 

Etnis Uighur 

 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa UNHCR memiliki peran 

penting dalam memberikan 

perlindungan terhadap etnis Uighur 

yang menjadi pengungsi akibat 

dugaan pelanggaran HAM di wilayah 

Xinjiang. Perlindungan tersebut 

dilakukan melalui beberapa 

mekanisme utama dalam hukum 

pengungsi internasional. 

 1.Penerapan prinsip non-

refoulement, yaitu prinsip yang 

melarang negara untuk 

mengembalikan pengungsi ke negara 

asalnya apabila terdapat ancaman 

terhadap kehidupan, kebebasan, atau 

keselamatan mereka. Prinsip ini 

merupakan salah satu dasar utama 

dalam perlindungan pengungsi 

internasional. 

2.UNHCR melakukan proses 

penentuan status pengungsi (Refugee 

Status Determination/RSD) untuk 

menentukan apakah seseorang 

memenuhi kriteria sebagai pengungsi 

sesuai dengan ketentuan hukum 

internasional. Proses ini penting 

untuk memastikan bahwa individu 

yang membutuhkan perlindungan 

internasional dapat memperoleh 

status hukum yang jelas. 

3.UNHCR memberikan bantuan 

kemanusiaan kepada para pengungsi, 

seperti penyediaan tempat tinggal 

sementara, bantuan pangan, 

pelayanan kesehatan, pendidikan, 

serta dukungan sosial lainnya. 

Bantuan ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa para pengungsi 

dapat memenuhi kebutuhan dasar 

mereka selama berada di negara 

transit atau negara tujuan. 

4.UNHCR juga melakukan advokasi 

internasional kepada negara-negara 

agar menghormati prinsip-prinsip 

perlindungan pengungsi serta tidak 

melakukan deportasi paksa terhadap 

etnis Uighur. Upaya ini dilakukan 

melalui kerja sama dengan berbagai 

organisasi internasional, lembaga 

kemanusiaan, dan pemerintah 

negara-negara terkait. 

 Meskipun demikian, perlindungan 

yang diberikan oleh UNHCR 

terhadap etnis Uighur masih 

menghadapi berbagai hambatan, 

seperti tekanan politik dari 

pemerintah Tiongkok terhadap 

negara-negara transit, keterbatasan 

kewenangan UNHCR dalam 

memaksa negara untuk mematuhi 

hukum internasional, serta 

kompleksitas hubungan diplomatik 

antarnegara. Faktor-faktor tersebut 



menyebabkan perlindungan terhadap 

pengungsi Uighur belum sepenuhnya 

berjalan secara optimal. 

B. Bentuk perlindungan UNHCR 

dalam Melindungi Hak Asasi 

Manusia Etnis Uighur 

1.Perlindungan Fisik (Physical 

Protection) Kategori ini mencakup 

upaya UNHCR untuk memastikan 

keselamatan fisik pengungsi dari 

ancaman langsung, seperti 

penangkapan, penahanan sewenang-

wenang, penyiksaan, atau 

pemulangan paksa ke China. 

2.Perlindungan Hukum (Legal 

Protection) Perlindungan hukum 

mencakup upaya UNHCR untuk 

memastikan bahwa hak-hak hukum 

pengungsi Uighur diakui dan 

dilindungi sesuai dengan standar 

hukum internasional. 

3.Perlindungan Sosial-Ekonomi 

(Socio-Economic Protection) 

Perlindungan sosial-ekonomi 

mencakup upaya UNHCR untuk 

memastikan bahwa pengungsi Uighur 

dapat memenuhi kebutuhan dasar 

hidup mereka dan memiliki akses 

terhadap layanan sosial seperti 

pendidikan, kesehatan, dan 

penghidupan yang layak. 

IV. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa UNHCR 

memiliki peran penting dalam 

memberikan perlindungan Hak Asasi 

Manusia bagi etnis Uighur yang 

menjadi pengungsi akibat 

pelanggaran HAM di wilayah 

Xinjiang. Perlindungan tersebut 

dilakukan melalui penerapan prinsip 

non-refoulement, penentuan status 

pengungsi, pemberian bantuan 

kemanusiaan,serta advokasi kepada 

negara-negara agar menghormati 

hukum pengungsi internasional. 

 Namun dalam praktiknya 

perlindungan tersebut belum berjalan 

secara optimal karena adanya 

berbagai kendala, seperti tekanan 

politik internasional, keterbatasan 

kewenangan UNHCR,serta pengaruh 

geopolitik yang memengaruhi 

kebijakan negara-negara dalam 

menangani pengungsi etnis Uighur. 

B. Saran 

1.Diperlukan peningkatan kerja sama 

antara negara-negara di dunia dalam 

menegakkan perlindungan hak asasi 

manusia serta hukum pengungsi 

internasional. 

2.Negara-negara penerima pengungsi 

diharapkan dapat menghormati dan 

menerapkan prinsip non-refoulement 

sesuai dengan ketentuan hukum 

internasional. 

3.UNHCR diharapkan dapat 

meningkatkan upaya diplomasi dan 

advokasi internasional untuk 

memperkuat perlindungan terhadap 

para pengungsi yang mengalami 

pelanggaran hak asasi manusia. 
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